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R I S A L A H 
 

Rapat Finalisasi Raperda atas Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan 

Kesehatan 

 

Nama Dialog Pembahasan 

Bapak Pudjo Suseno : 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat 

dari DKK, Bapak Prasit, dari Dinas Kesehatan, teman-teman dari 

Puskesmas, dan dari Bagian Hukum, kami ucapkan terima kasih 

atas kehadirannya. Raperda ini merupakan inisiatif DPRD dan 

telah melalui beberapa tahap pembahasan, dan hari ini kita masuk 

pada rapat finalisasi. Mohon izin, saya mewakili pimpinan rapat 

karena Ketua Pansus, Ibu Inayah, sedang berduka, dan satu 

anggota lainnya, Bapak Miftah, juga izin. 

Baik, rapat kita mulai. Dari Bagian Hukum terlebih dahulu, silakan..  

Bapak Hanif Alimi : 

Terima kasih, pimpinan rapat. Jadi, rapat pansus ini merupakan 

pembahasan yang ketiga, dan pada tahap ini telah dilakukan 

penyempurnaan baik dari sisi substansi maupun sistematika 

penyusunan Raperda.. 

Pertama, pada dasar hukum Menimbang huruf c, kami ubah 

karena Raperda ini bersifat atributif atau retributif, bukan delegatif 

yang diperintahkan secara eksplisit. 

Kemudian, terkait UKBM, kami masukkan ke dalam definisi 

Posyandu pada Ketentuan Umum angka 17. 

Selanjutnya, pada Pasal 5 terkait ruang lingkup, juga kami lakukan 

perubahan. Untuk ketentuan penyidikan dan pidana, kami hapus 

karena bukan merupakan kewenangan urusan pemerintahan 

daerah dalam konteks ini. 

Kami juga menambahkan dan menyempurnakan Bab Tanggung 

Jawab Pemerintah Daerah. Regulasi difokuskan pada bidang 

kesehatan, khususnya Posyandu, dan tidak mencakup sektor lain 

seperti PU, perumahan, sosial, hukum, dan lain-lain. Penjabaran 

teknis nantinya akan disesuaikan dengan kondisi lapangan. 

Kemudian dilakukan penyesuaian struktur, antara lain 

penambahan poin tanggung jawab pemerintah daerah dan 

partisipasi pendanaan. Substansi kesehatan juga ditempatkan di 

bagian awal. Pasal 3 dan Pasal 4 kami gabungkan ke dalam Bab 

I, dan mulai Pasal 8 mengatur peran pemerintah. 

Untuk Pasal 29 tentang sistem jejaring, kami rumuskan bahwa 

sistem pelayanan berbasis wilayah administratif, meliputi FKTP, 

Puskesmas di tingkat kecamatan, Puskesmas Pembantu di tingkat 

kelurahan, serta Posyandu. 

Konsepnya adalah integrasi layanan primer, pelayanan sepanjang 

siklus kehidupan, dan menjangkau hingga tingkat RW atau 

kelurahan. Kemudian, fasilitas pelayanan kesehatan meliputi milik 

pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat. 

Selanjutnya, pada Pasal 32, kami lakukan penggabungan dari 

Pasal 34 dan Pasal 35 sebelumnya. Begitu juga pada Pasal 41, 

merupakan penggabungan dari Pasal 44 dan Pasal 45. Terakhir, 

terkait sanksi administratif, khususnya dalam kondisi KLB, juga 

telah kami sesuaikan. Demikian pimpinan, terima kasih. 



Nama Dialog Pembahasan 

 

Bapak Pudjo Suseno  : 

Baik, terima kasih Mas Hanif. 

Selanjutnya kami persilakan dari Dinas Kesehatan, Bapak dr. 

Prasit. 

Bapak Prasit  : 

Terima kasih, pimpinan rapat. 

Dari Dinas Kesehatan, kami menyampaikan apresiasi terhadap 

penyusunan Raperda ini, karena sangat dibutuhkan sebagai 

landasan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di 

daerah.Secara umum, materi muatan dalam Raperda ini telah 

cukup mengakomodasi kebutuhan kesehatan di Kota Salatiga. 

Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi 

perhatian. Pertama, terkait penegakan regulasi, yang nantinya 

diharapkan dapat didukung oleh perangkat daerah terkait, 

termasuk Satpol PP. Kedua, pengawasan perlu diperkuat, tidak 

hanya bersifat reaktif tetapi juga preventif, agar kualitas layanan 

kesehatan dapat terjaga. Ketiga, terdapat kendala yang saat ini 

dihadapi, yaitu keterbatasan tenaga kesehatan klinis. Keempat, 

perlu kejelasan lebih lanjut mengenai mekanisme perizinan dan 

pencabutan izin, termasuk keterlibatan rekomendasi teknis dari 

Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu, perlu 

dipahami bahwa kewenangan dalam penyelenggaraan kesehatan 

juga melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Mungkin dr. Andina bisa menambahkan? 

 

dr  Andina 

 
: 

Terima kasih, pimpinan. Secara umum, kami melihat bahwa 

masukan pada pembahasan sebelumnya telah diakomodasi, dan 

struktur Raperda juga sudah lebih sistematis. Namun terdapat 

beberapa catatan teknis. Pertama, pada Pasal 276 ayat (3) huruf 

a, terdapat istilah telekesehatan dan telemedisin. Perlu ditegaskan 

apakah kedua istilah tersebut digunakan secara berbeda atau 

cukup menggunakan salah satu untuk konsistensi terminology, 

apakah ada cantolannya? 

Kemudian pada Pasal 275, terkait pembayaran pelayanan 

kesehatan masyarakat yang tidak dijamin oleh program JKN, ini 

mungkin perlu dikonfirmasi ke RSUD dan Puskesmas apakah 

sudah sesuai. 

Ketiga, terdapat perapihan redaksional pada Pasal 276 ayat (3), 

huruf c sebaiknya menjadi huruf b, dan huruf f menjadi huruf e. 

Demikian, pimpinan. 

 

Bersama-sama : Ooooh sepertinya Telemedisin 

Bapak Pudjo Suseno : Baik. Apakah masih ada tambahan? 

Bapak Hanif Alimi : Dari eksekutif cukup. 

Bapak Andreas Yosep 

 
: 

Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), apakah dapat 

dimasukkan dalam Raperda ini? 

Bapak Prasit : 

Untuk MBG, yang bisa dimasukkan mungkin terkait penguatan 

sistem laik higiene sanitasi pada dapur umum, serta pengawasan 

mutu dan gizi makanan. 

Dr Andina : Untuk sanitasi pangan sebenarnya sudah diatur di Pasal 116. 

Bapak Hanif Alimi : Selain itu, terkait kelayakan pangan juga telah diatur dalam Perda 



Nama Dialog Pembahasan 

tentang ketahanan pangan. Apabila terdapat masukan tambahan, 

dapat disampaikan dalam proses pendampingan lebih lanjut. 

Bapak Andreas Yosep : 
Baik, berarti proses finalisasi tetap berjalan, dan masukan masih 

dapat disampaikan dalam tahapan berikutnya 

Bapak Pudjo Suseno 

 
: 

Baik. Perlu kami sampaikan bahwa setelah rapat ini, Raperda 

masih akan melalui tahap penyempurnaan dan belum menjadi 

final. Selanjutnya akan dilakukan fasilitasi oleh Gubernur, yang 

masih membuka ruang untuk perbaikan. Apabila masih terdapat 

perubahan, akan kita sesuaikan kembali. Dengan demikian, rapat 

kita akhiri dan akan dilanjutkan ke tahap fasilitasi. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
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                                 LAPORAN HASIL KERJA  

 
Panitia Khusus I DPRD Kota Salatiga terhadap Raperda atas Inisiatif 

DPRD tentang Penyelenggaraan Kesehatan 

 
I. Dasar Hukum   

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota 

Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036); dan 

6. Peraturan DPRD Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib. 

 

II. Pelaksanaan Kegiatan dan Pembahasan 

1. Rapat Pembahasan Pansus I DPRD Kota Salatiga dengan Tim Koordinasi Raperda 

Kota Salatiga pada tanggal 28 Januari 2026. 

2. Rapat Pembahasan Pansus I DPRD Kota Salatiga dengan Tim Koordinasi Raperda 

Kota Salatiga pada tanggal 9 April 2026 

3. Rapat Finalisasi Pembahasan Pansus I DPRD Kota Salatiga dengan Tim Koordinasi 

Raperda Kota Salatiga pada tanggal 4 Mei 2026. 

 

III. Hasil Rapat Finalisasi Pansus I dengan Eksekutif tanggal 4 Mei 2026 

1. Telah disetujui dan ditindaklanjuti masukan rapat sebelumnya yang terdiri atas: 

1) Perubahan pada dasar hukum Menimbang huruf c, disesuaikan karena Raperda 

bersifat atributif/retributif, bukan delegatif. 

2) Penyesuaian definisi, termasuk UKBM yang dimasukkan dalam definisi 

Posyandu pada Ketentuan Umum. 

3) Perubahan pada Pasal 5 (ruang lingkup) untuk memperjelas batasan pengaturan. 

4) Ketentuan penyidikan dan pidana dihapus, karena bukan merupakan 

kewenangan daerah dalam konteks ini. 

5) Penambahan dan penyempurnaan Bab Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, 

dengan fokus pada sektor kesehatan, khususnya Posyandu, tanpa mencakup 

sektor lain seperti PU, perumahan, sosial, dan lainnya. 

6) Penyesuaian struktur Raperda, meliputi: 

a. Penambahan materi tanggung jawab pemerintah daerah dan partisipasi 

pendanaan; 

b. Substansi kesehatan ditempatkan pada bagian awal; 

c. Pasal 3 dan Pasal 4 (maksud dan tujuan) digabung dalam Bab I; 

d. Mulai Pasal 8 mengatur peran Pemerintah Daerah. 

7) Pengaturan Pasal 29 tentang sistem jejaring pelayanan kesehatan, meliputi: 

http://www.dprd-salatigakota.go.id/


a. Sistem berbasis wilayah administrative; 

b. FKTP, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Posyandu; 

c. Pendekatan integrasi layanan primer dan pelayanan sepanjang siklus hidup; 

dan 

d. Jangkauan layanan hingga tingkat RW/kelurahan. 

8) Penggabungan pasal dengan materi yang sama, antara lain:: 

a. Pasal 34 dan 35 menjadi Pasal 32; dan 

b. Pasal 44 dan 45 menjadi Pasal 41. 

9) Penegasan terkait sanksi administratif, khususnya dalam kondisi Kejadian Luar 

Biasa (KLB). 

2. Beberapa hal yang menjadi perhatian: 

a. Penegakan regulasi, yang diharapkan dapat dilaksanakan secara optimal, 

termasuk peran Satpol PP; 

b. Penguatan pengawasan, tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga preventif. 

c. Kendala yang dihadapi, terutama keterbatasan tenaga kesehatan klinis. 

3. Pansus I dan Eksekutif sepakat dengan rancangan peraturan daerah ini dan sepakat 

untuk finalisasi dan melanjutkan proses penyusunan raperda ke tahap Fasilitasi 

Gubernur. 
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
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KETUA, 
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Dokumentasi Foto 

 

Rapat Finalisasi Pansus Raperda Penyelenggaraan Kesehatan bersama 

dengan Tim Koordinasi Raperda Kota Salatiga 

Salatiga, 4 Mei 2026 

 

 
 

 
 

 

 












